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RERIERTERIAN PEMBERDAYAART PEREREptJAN DAN PERLIRTDURTGAH ANAK

REPUBLIK INDONESIA

Dan
PEMBRIHTAII DAERA±I PROVINSE SULAWESI SELATART

TENENG
slRERGITAs PERCEPATAN PROGRARE KESETARAAEr GENDER,

pERIBERDAyAAH pERERIpuAH9 DAN pERLIRTDUHGAav ANAK

DI PROVINSI SULfi"7ESI SELATAN

RIomor         : 030/Mefl/KL.01 /05/2025

Nomor         :  loo.3.7.1/015/V/PEM.OTDA-NK/2025

Pada hard ini Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua rifou dua

puluh lima {23-5-2025}, kani yams beftanda tangan di bawah ini:

1S     ARIFfiTEL GHOIRI FAHZE   :   Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan
Perlindumgan  Anak  Republik  Indonesia,
beFkedudukan di Jalan Medam Merdeka
Barat  Nomor  15,  Jakarta  Pusat  10160g
berdasarkan Keputusan Presidefl Nomor
133/P Tahun 2024 tentang Permbentukari
Kementerian  Negara  dan  Pengangkataffi
Menteri   Negara   Kahinet   Merah   Putifi
Periode Tahun 2024-2029, dalarm hal ini
beriimdak    untuk     dan     atas     mama
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£®      ARIDI SHDEREnART

SELAEEEN

Kermemterian  Pemberdayaan  Perempuan
dan      Perlindumgan      Anak      RepufoHla

IHdoflesia,   selafljutnya   disebut   PEHfiK
KESATEF.

Gubemur            Sulawesi            Selatan,
berkedudukan  di  Jalan  Jenderal  Urip
SiEmQhariQ      NQmQr      269,      Makassar,

Sulawesi          Selatam ,          berdasarkafl
KeputusaH  Presiden  Repufolik  Endomesia

Nomor   24/P  Tahuri   2025   tanggal   17
FefoFuari     2025     tentang    Pengesafian
Pengangkatan    Gufoermur    dan    Watall
GurbemuF  Masa  Jabatan  Tahufi  2025-
203Q, dalam hal ini beriindals ulituk dan
alas  narma  Pemerintafi  Daeffah  E*oviflsi
Sulawesi   Selatan,   selanjutnya   disebHt
PHRE HEDurA.

PEHAK KESATIF dan PIHfiK KEDEJA selamjutmya secara foersama-sarma dalam

Ncta  Kesepakatan  ini  disebut  PARA  PIHAH,  dan  secara  sendin-sendiri
disehELt PREAEE, tarlefeife darfuhi menarangkan hal-hal sdeagal herikut:
a.     bahwa PIHAK  KESATU  adalah  kementerian yams  menyelemggarakam

urusam   pemerintahan   di   bidang   pemherdayaan   perempuan   dan
suburmsan pemerintahan di feidang perflindumgan anak yang mermpakam
lingEstxp urusan pemerintaham di bidang pemberdayaan perempuam;

fo.     bahwa pEHfiK KEDHA adalah penyelenggara uFusan pemerimtahan yang
mermflihi kewenamgam di Provinsi Sulawesi Selatan, yams dilaksanakam
menurmt  asas  otonomi  seata  fugas  pemfeaflfuan  dalam  sisfem  dan

prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagalmama  dimaksud
dalam Undamg-urndang Dasar Negara Repufolik Indonesia Tahun 1945;
dan
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c®     bahwa umtuk meningkatkan peran dan fuHgsi masing-masing PIHAK
dalarmL mewujudkan sinergitas peroepatan program kesetaraan gender,

pemfoerdayaan perempuan, dan perlindungan anak di Provinsi Sulawesi
Selatan, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan sinergi.

Dengan memperhatikam ketentuan peraturan perundang-undangari sehagai
berifut:
a.     Umdang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014   Nomor   244,
Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    5587)
setBagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  teraELr  dengarT  Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 teELtang Penetapan Peraturan Pemerintafi
Pengganti Undang-Undang Nenor 2 Tahun 2022  tentang Cipta Kerja
menjadi Undamg-Undang {I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahafl Lembaran Negara Repubfik Efldonesia Nomor
6856);

b.     Peraturan  Pemerintafi  Normor  28  Tahun  2018  tentang  Kerja  Sarma
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97,
Tambafian Lembaran Negara Repu.bEik Indonesia Nomor 6219};

c®     Perafuran   PFesiden   Nomor   186   Tahuri   2024   tentang  Kementerian
Pemberdayaari Perempuan dan Perlindungan Amak {Lembaran Negara
Repubhik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382) ;

d.     Peraturan MeHteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Keria Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Keffa Sama Daerah
dengan  Pihak Ketiga  {Berita  Negara  RepHblik  Indonesia Tahun  2020
RTomor 371) ;

e®     Peraturan Menteri PembeFdayaan PeFempuan dan  Perlindungan Anak
Nomor  9  Tahun  2022  temtang  Pembentukan  Peraturan  Perun.clang-
umdangari    dam    Penyusunam    lflstrumen    Hukum    di    Lin9fungan
Kementeriari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungam Anak {Berita
Negara Republik Indonesia Tahum 2022 Normor 1243);
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f.      PeFaturan Meflteri Pemherdayaam Perermpuan dan Perlindungan Anak
NomcF 3 Tahum 2023 temtamg Penyelemggaraari  Urusam Pemerintaham
KoriEarem  Bidang  Pemtherdayaam  Perempuam  dam  PerlindumgaH Anak

€Berita Negara Republik hadonesia Tahum 2023 Nomor 175);
9.     Perathnram Memteri Pemberdayaem Perempuan dam  Perlindungan Anak

Normor  1  Tahun 2025 tentang Orgamisasi dan Tata Keng.a KemeELterian

Pemfe€.Fedayaem   Pe-FfmpetEar±   dam   PgffELffiedtHnga#±   Aaeal€~   {B€rifa   Negara

Repubhik Indonesia Tahuri 2025 Nomor 132); dan
he     Perathrafl Gufoermunr Sulawesi Selatan Nomor  17 Tahun 2024 tentang

Rencana Keng.a Pemerintafi Daerath Tahun 2025.

Berdasarkam hal-hal tersefout,  PARA PIHAH sepakat untulfi mermbuat dam
melaksanakam  N®ta  Kesepakatam  tentang  Sinergitas  Percepatam  Prograrm
Kesetaraafl Genfier, Pemberdayaan PenemEman,  daft Perlindungan Anak di
E¥owimsi  Sulawesi  Selatam,  dengan  ketentuan  dan  syarat-syarat  sefoagal
berikut:

Pasal 1
LATAR BELAKANG

Latar feelakang Nota Kesepakatan ini sefeagal feeriket:
a.     sinergi dalam meningkatkam efektiwitas pelaksamaam tugas dam fungsi

PLffi PIHAK; dan
b.     sinergi  dalam  rmeningkatkam  percepatan  program  kesetaraan  gefider,

pemberdayaam   perempuam,   dam   peFlindumgan   anak   di   ling±rmHgan
PEEERE REDgrAo

Pasal 2
MAKSUD DAN TUUUAN

€1}    Maksud Ncta Kesepakatam iri srfeagal lamdasam dalam rmelaksamakam
kerja gama yang sating menunjang fugas dan fungsi PAPA PIHAKo
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{2}    TujuaEL  Nota  Kesepakatam  ini  uELtuk  meningkatfam   sinergitas  dan
efefstivitas  tialam  pelaksanaan  fugas  dan  fungsi  PARA  PIHAK  guna
meimijudkam   kesetaraan   gender,   pemberdayaan   perempuan3   dam

pedindungan anck.

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Esokasi sineffgi Nota Kesepakatan ini foeFada di kah"paten/kota ifegfumgan
PEHRE REDEFA.

Pasal 4
0BUEK SINERGI

Objek sinengi Nota Kesepakatam ini adalafi sineFgi dalam penyelenggaraari
trmisam  pemerimfaham  kondfllreffi  bidang  pemberdayaam  perempuan  dam

periindungam anak sesual kewemamgarm PAPA PEHAK yams meHputi:
aa      Eenraifeas fiirfup perenEREan;

b.     perlindungan perempuan;
c®      kuaELas keluar.ga;

d®     sistem data gender dafl anak;
e.     pemefluhan hak anak;
f®       perEindumgam Eifeusus anak; dam

g®     kewenangari   lain   urusam   pemerinfahan   di   foidang   pemberdayaan
EBeFempuari dam periinalungrm amak yang rmendrfuHg pelaksanaan Ncta
Kesepahatan inio

Pasal 5
RUARTG LIpgGKUP

Ruaffig EingEstxp Nota Kesepakatan ini meEiputi:
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a®     pemgratan      permfoangrnan      kesetaraam      gender,      pemberdayaan

peFempuam, dam peFEindumgam amak;
b.     peHyediaam   dam/atau   pemaffifaatari   sarana   dam   prasarana   untuk

penguatan dam pengemhangan layanan foagi perempuan dan anak;
€o     penyusuman  dam  penycharluasam  feahan  komunikasi,  informasi,  dan

edukasi  terkalt  kesetaraam  gender9  pemberdayaam  perempuan,  dan

pgFifedungan anak;
d.     peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait pengarusutanaan

gefldeF, pemberdayaan perempuan, den perlinrfumgan aflak;
eo     perfukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atan irfermasi gender dan

anak; dan
f®      program atau kegiatan EainHya sesuai kewemangan p:ARA PEHAK dalam

pelaksanaan Nota Kesepakatan info

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

{1}    PEHAK KESA"F memiH]ri tugas dan tanggung jawrfe sebagai berikut:
a.     th8as:

1j     hersinergi   dengan   HEIAK   KEDHA   dalam   melaksanakan

EEeFsepatan    prflgram    kesetaraan    geHdfr9    pemherdaysan
peFemp"an9 dan perlindungari anak;

2}     melalasamakan    fasilitasi    pereepatafi    program    kesetaraam

geELder, permtserdayaam peFermpHan9 dan perhindungan anak di
linifegan PHEAK KEDEFA;

b.     tanggungjawatB:
1)     melakrfeafi pendampingan secara berkala pada setiap proses

pelaksamaan     percepatam     program     kesetaraan     gender,
pemberdayaan perempuaH, perlindungan anak di lingEmmgan
EHEEfiK REE}tFfi;

www.gonitro.com

https:jdih.kemenpppa.go.id


-7-

2}     ffiemyiapkan  pelaksamaem  prograrm/kegiatan  sesual  EingEffiAp

RIota Kesepahatan ini; dam
3}     melakukam peREamtauan dan evaluasi pelaksanaan peFcepatam

program kesetaraam gender,  pemberdayaan perempran,  dan
perlindumgam amak di lingEstmgan PEHAK KEDHA.

{2}    PIHAK KEDUA memili]ri fugas dan tamggumg jawab sefoagal foerihat:
as       tEL8as;

1}     melaksanakam   prograrm   atau   kegiatan   yang   menduhamg

pereepatam    program    kesetaraan    gender,    permfoerdayaan
perermpuamj dam perlindumgam amak;

2)     mendoFofig    perangErat    daerafi    dan    pihak    lain    untuta
meffiduhamg     peraepatan     program     kesetaraan     geffideF,

pemberdayaam perempuam, dan perlindungam amak;
3}     memherikafl   asisteflsi   dam   fa`sdiitasi   telfflis   pelaksamaari

kegiatan/program      kesetaraen      gender,      pemberdayaan

perempuafl, dan perEindumgan anak;
b.     tanggungjawafe:

1}     rmenyediakam data dam/atau informasi perencanaan kegiatam

yang  meffidufrog  peffeepatan  program  kesetaraari  gender3
pemfoerdayaam  perermpuan,  dan  permndungan  amak  sefoagal
hafian sinergitas PEHAH KESATH;

2}     memyiapkam  pelaksarraam  program/kegiatan  sesual  lingfup
Ncta Kesepakatam ini; dan

3}     melatflEkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepafan

program kesetaraan gender,  pemfoerdayaan perermpuan,  darE
perlintluHgan  anak  di  kabupaten/kota  lingEmmgan  EEHAK
EgEDEFA®
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Pasal 7
PEEAISANAAN

{1}    Nota  Kesepakatam  ini  akan  ditindaklamjuti  dalam  bentuls  Kerangka
Acuan  Kegiatan yang  akan  disusun  oleh  PARA  PIHAK  dan  menjadi
acuan pelaksanaam Nota Kesepakatam inio

{2}    PfiRife  RIHfiK  dsaEBat  mentEgagEka±H_/aee,nd€1egasikan  kepatla  p€j.afeat  di
Einedstxp keng.a masing-masing PEHAK umfuk memyusun Kerangka Aouan

Kegiatafl sefoagaimama dimaksud pada ayat { 1) a

Pasal 8
JANGKA WARTU

{1)    NQta  Kssapalsatam  ini  herlalstE  umtuk  jan9Esa  walrfua  5   (Hma)   tatun
terELthmg sejak tamggal ditandatangani oleh PARE PIHAKo

{2}    Ncta  Kesepakatan  iri  dapat  diperpamjamg  daft/atau  diakhiri  sebelanm
hahis rmasa berlakunffiya berdasaffkan kesepakatan ferfulis PARA PEHfiE.

{3}    Perpanjangan  dan/atau  pengaELiran  Nota  Kesepakatan  sefoagalmana
dirmaksud pada ayat {2} dial.ulzan oleh salafi satu PIHRE kepada PEHAEB
lainHya paling lamfoat 2 {dua) bulam sebelum beraELiEom:ya jangka walrfui

Nota Kesepakatan ini.

{4}    Pengakhiram  Nota Kesepakatan  sebagainana  dirmaksud  pada ayat  {2}
dithrafl9Esam   dalam   Berita   Acara   Pengajthiran   Kesepakatam   yang
ditandatangami oleh PARA PEHAK.

Pasal 9
PERIDAREEN

Pendanaari  yafflg  diperlukan  dalarm  pelaksanaan  Nota  Kesepahatan  fri
foersumber dari  anggaram  PffiRA  PIHAK  dengan  permfoagiaffi  alokasi  sesual
deflgari  fugas  daft  tanggung jawafo  PAEaA  PEHAE  seria  Keran8ka  Aouan
Kegiatan sedagainana dimaksud dalarm Pasal 6 dan Pasal 7 dan/atan surmfoer
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lain  yams  ssh  dan  tidak  mengikat  sesuai  demgam  ketentuan  peFaturan

perundang-umdangano

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

{1)    FfiRA  PIHAK  bersepakat  foahwa  keadaan  kafiar  tidak  serta  meria
membuat Nota Kesepakatan ini foeraELr.

€2j    Keadaafl kahar sebagairmana dincksud pada ayat (1) meHputi heflcafla
alarm, befficana nonalam, keflffik sosial, termasuk peruhafian kondisi dan
sifuasi poELtik, ekonomi maupum huEmJm yang bersifat nasienal dan hiar
hiiasa yang dinyataEEam oleh  pemerintah yang beapemgaruh  E}ada  Nota

Kesepakatan ini.

{3}    Dalarm hal teriadi keadaan kafiar sefoagalmana dimaksud p&da ayat {1},
PIHAK yang terkena  keadaari  kahar  haffus  memberitahukam  kepada
PEHAEg  lainmya  secara  terfuulis,  paling  lamhat  dalam jangfra  walrfu±  7

{fujuh} hari sejal= teEjadiHya keadaan Esahar®

{4)    nalam fiat keadaan kahar teEH.add terms menerms melefoihi 30 (tiga pulufi}
hard yams sangat thgrdampak pada kemampman salah satu PEHALK. irmtut€
melaksanakafl  kewajiban  foerdasarfeam  Nota  Kesepakatan  ini  malra
PIHAEE yang teFkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajHkafi

pengalthiran Nota Kesepakatan ini.
{5j    Apabiha PARA PIHfiK fidak dapat melaksamal=am tugas dan tanggung

jawab menurmt Nota  Kesepakatan  ini yang  disefoatBkan  oleh  keadaem
kahaF maka PARA REIAK dibebaskan dari fugas dan tanggung jawah
sarmpal keadaam Esafiar ±ersedut ifeeral±hir.

Pasal 1 1

KORESPONDENSI

Setiap pemheritahuan atau komunikasi antara PAPA PEHAK disampalsan
dalam bentuk s"rat tertulis ke alamat sebagai berikut:
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EHHfiK KESATU

Biro Hukum dan KeFT.a Sama
Kermenterian Pemberdayaan Perermpuan dan Perlindi.ngan AmaEs:
RepubHk Indonesia
AIlamat         :   Ualan Medan Merdefa Barat Nomor 15, Gambir, Jakarta pursat,

10160

Telepen        :    (021) 3805563

Surel             :   keri.asama@kemenppi3a. go.id

PIHAK REDUA

Pemerintah Daerah Prowinsi Su]awesi SeEatam
Up.  Dines  Permberdayaan  Perempuan9  Perlindungan  Anak9  Pengendaliari
Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat        :   Jalan urip sumohatio NomoF 269 Makassar
Telepom         :    (0411} 424780

Surel            :   dp3adaldukkbprovsulsel@gmailo corn

Pasal 12

KERAHASLEN

{1}    PARA PIHAK  sepakat untuk mehirdungi kerahasiaam dan  keamanan
data yang terfeait dengan pelaksanaan Nota Kesepakatam ini.

(2)    PARA PIHAK dapat sating memberikan, menerima, dan memgguflakan
data sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Nota Kesepakatan inio

{3}    PARA PIHAH sepakat untuk tidak mengun8haplram data yang bersifat
rahasia ke pihak lainnya tanpa memperoleh persetHjHan tertrllis darn
PIHfiK yang memiliEL data.

{4}    PARA PIHAK sepakat hahwa akses terhadap data hanya akan difoerikan
kepada pimpinam dan/atau pegawal dan menjadi tanggung jawab PARA
PEHAE  sesoal  dengam  aturam  penggunaan  sistem  pendckREmentasiari
P- PEHJus.
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{5}    PIHAK     KESATU     daft/atau     PIHAK     KEDtIA     berhak     untuk
mengungkapkan  data  jika  diwajibkan  atau  diminta  atas  periutah
pengadilan dan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK atas penggunaan
data oleh rmasing-masing PIHAK.

Pasal 13

KETENTUAN HdAIN~LAIN

{1)    Setiap  permbahan  alas  Nota Kesepalzatan ini harms  dfiakukan  secara
terfulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dibuat dalaHi suafu

peruhahan ataH adendum yang merupakan hagian tidak terpisahkan
deri Nota Kesepakatam ini.

{2)    Apabila    ten.adi    perbedaam    penafsiran    dalam    pelaksanaan    Ncta
Kesepakatan   ini,    akan   diselesaikan   oleh    PARA   PIHAK    secara
musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14

PENUTUP

Nota  Kesepakafan  ini  dibuat  dan  ditandatamgani  oleh  PARE  PIHAK  di
Makassar pada hard dan tanggal tersebet di alas dalam ramgkap 2 (dua} ash
hermaterai  cukup  dan  masing-masing mgmpumyal keEstEatan  hukum yang
Sama®

_`PIERE
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